
 

 

 
GUBERNUR JAMBI 

 
PERATURAN GUBERNUR JAMBI 

NOMOR   2  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  

TAHUN 2021 – 2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
GUBERNUR JAMBI,  

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera 

Barat, Jambi dan Riau Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1646); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional  Tahun 2005 – 2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

 



6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) 

dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang 

Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6485) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara 

dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485); 

 

 



9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 

245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6573); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 

Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang  Tata 

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4664); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan 

Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah 

Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5107); 



15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6041); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6323); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1312); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540); 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447); 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 

13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 496);  

28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan 

Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 

Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Noor 1 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 16 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 1); 

 

 

 

 



29. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2016 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi 

Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 

(Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6); 

30. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 

2013-2033 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 

Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Nomor 10); 

31. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi 

Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Nomor 6); 

32. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi 

Jambi Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Jambi Nomor 15); 



MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan  : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS 

PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2021-2026. 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 

1 Daerah adalah Provinsi Jambi. 

2 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan 

yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3 Gubernur adalah Gubernur Jambi. 

4 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Jambi dalam penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Jambi. 

5 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat 

RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua 

puluh) tahun. 

6 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Provinsi Jambi 

untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2022 sampai dengan 

2026. 

7 Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) 

tahun. 

8 Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 

dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jambi untuk periode 1 (satu) tahun. 

9 Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD 

adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) 

tahun. 

10 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi Jambi dan DPRD yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 



 

Pasal 2 

 

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran 

RPJMD Tahun 2021-2026. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi 

pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat 

Daerah. 

 

Pasal 3 

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika penulisan sebagai 

berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN; 

1.1. Latar belakang. 

1.2. Landasan hukum. 

1.3. Maksud dan tujuan. 

1.4. Sistematika penulisan.  

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH; 

2.1 Tugas, fungsi dan struktur organisasi Perangkat 

Daerah. 

2.2 Sumber daya Perangkat Daerah. 

2.3 Kinerja pelayanan Perangkat Daerah. 

2.4 Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan 

Perangkat Daerah. 

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT 

DAERAH; 

3.1 Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi 

Perangkat Daerah. 

3.2 Telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan 

Wakil Kepala Daerah terpilih. 

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian 

Lingkungan Hidup Strategis. 

3.5 Penentuan isu-isu Strategis. 

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN; 

4.1 Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah. 

 

 



BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN; 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi 

dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun 

mendatang. 

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN; 

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan 

sub kegiatan indikator kinerja, kelompok sasaran dan 

pendanaan indikatif. 

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; 

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah 

yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai 

Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai 

komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan sasaran 

RPJMD.  

BAB VIII PENUTUP. 

(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun 

oleh Kepala Perangkat Daerah. 

(3) Sebelum ditetapkan, Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Bappeda. 

(4) Uraian format Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

Pasal 4 

Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

terdiri atas Rencana Strategis : 

a. Dinas Pendidikan; 

b. Dinas Kesehatan; 

c. RSUD Raden Mattaher; 

d. Rumah Sakit Jiwa; 

e. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 

f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran; 

g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; 



h. Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 

i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

j. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian 

Penduduk; 

k. Dinas Ketahanan Pangan 

l. Dinas Lingkungan Hidup; 

m. Dinas Perhubungan; 

n. Dinas Komunikasi dan Informatika; 

o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; 

p. Dinas Penanaman Modal dan PTSP; 

q. Dinas Kepemudaan dan Olahraga; 

r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata; 

s. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah; 

t. Dinas Kelautan dan Perikanan; 

u. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; 

v. Dinas Perkebunan; 

w. Dinas Kehutanan; 

x. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; 

y. Dinas Perindustrian dan Perdagangan; 

z. Sekretariat Daerah 

aa. Sekretariat DPRD; 

bb. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 

cc. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah; 

dd. Badan Kepegawaian Daerah; 

ee. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 

ff. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; 

gg. Badan Penghubung Daerah; 

hh. Inspektorat Daerah Provinsi; 

ii. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 



Pasal 5 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi. 

 

   Ditetapkan di  Jambi 
   pada tanggal  28 Januari  2022  
       

   GUBERNUR JAMBI, 
   

    

 H. AL HARISng 
kan di J 
Diundangkan di Jambi 
pada tanggal  28 Januari  2022 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI, 

  
 
 
H. SUDIRMAN 

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2022 NOMOR 2 
 

 

 

dto 

dto 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 
 

         
 

M. ALI ZAINI, SH, MH 
Pembina Tk. I 
Nip. 19730729 200012 1 002 
 


